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Abstrak

Pasca Putusan  Mahkamah Konstitutsi  Nomor I4IPUU~XI/20.| 3 "

ns-.]il‘ u I‘ smilihan Umum Serentak menimbulkan pcrdlcbntnu panjang, Dal g
111:,]::“:‘::‘a::::-\‘c;;m persyaratan Presidential Thre.s:hm'd ll.dnk ‘I'h“[’l}skan
I\inhi{l}mqh i\'uns‘l‘itUSi (MK). MK membiarkan hal itu nantinya akan dibap,
pemerintah dan DPR, dan akhimya lahir UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemij,

yang mempertahankan adanya ketentuan ambang batas Pencalonan Pregi den

dengan menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 sebesar 20-25%, Ke‘eﬂtuan

tersebut digugat di MK, denga:I1 hasil NLK [Tlf:lmlak gugatan pemohon, Sehingy,
ang batas onan Presiden tetap berlaku. .
amb.uu_,l [l:,;‘f::? E::ll:i‘:ﬂs“tu persoalan dalam Pemilu Scrf:mak_2019, dimana sudap
terjadi ketidakadilan sejak awal sebelum kontestasi dimulai. Kcilflflllﬁcan Peserty
pemilu sudah tidak setara, antara Partal Politik lama yang memiliki kurs; atay
suara di DPR dengan Partai Politik baru. Ketentuan tentang ambang batag atay
yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold dalam Pasal 6A ayat (1) g,
(2) Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak dmlur.ﬂAmmn tentang ambang
batas tercantum dalam UU Pemilu dengan prosentase 20% atau 25%. Ketenpyy,
tersebut sulit dicari logika hukumnya dan sccara teorl tidak ada yang dapat
menjelaskan darimana angka-angka tersebut diperoleh. Oleh karenanya penentuay

ambang batas ini sarat dengan kepentingan politik semata.

] u]eh

Kata Kunci : Pemilu, Serentak, Presidential Threshold

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Perdebatan soal Presidential Threshold (PT) yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara hukum
memang sudah selesai sejak Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan
Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 pada tanggal 11 Januari 2018 pukyl
11.58 WIB di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Namun secara
akademis isu tentang ambang batas pencalonan Presiden ini tetap menarik
untuk dikaji dan didiskusikan, paling tidak pada ranah implikasinya
terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu tahun 2019
Putusan MK ini cukup mengejutkan dan menyisakan pro dan kontra di
kalangan akademisi dan politisi, sebab logika yang dibangun dalam
putusan tersebut lebih dominan mempertimbangkan satu sisi, yaitu
penguatan sistem presidensial, yang sifatnya prediktif. Tetapi kurang

—
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memperhatikan hak-hak partai politik peserta pemilu terutama partai
politik baru dalam mengikuti Pemilu serentak tahun 2019,

Sementara lahirmya pengaturan tentang pemilu serentak tahun 2019
merupakan akibat dari putusan MK sebelumnya yaitu putusan nomor
14/PUU-X12013  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  yang
menjadi dasar perubahan pengaturan waktu pelaksanaan Pemilu yang
semula terpisah antara pemilu legislatif’ (Pileg) dengan Pemilu Presiden
(Pilpres) menjadi bersamaan,

Saldi Isra mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan
apresiasi atas keberanian MK melahirkan putusan di atas, Alasannya
sederhana, ketentuan Pileg dan Pilpres dilaksanakan sckali dalam lima
tahun yang telah disimpangi scjak Pemilu 2004, dan Pemilu 2009
dikembalikan pada makna normatif Pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD 1945’

Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang
diajukan uji materiil (judicial review) oleh pemohon antara lain Pasal 3 ayat
(5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal GA ayat (2), Pasal 22E
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat
(1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas
konstitusionalnya terscbut, MK mencgaskan bahwa Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden harus dilaksanakan serentak dengan Pemilu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walaupun dalam putusan tersebut
mengenai presidential threshold masih dinyatakan berlaku, sebab ketentuan
Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 tidak termasuk pasal yang dikabulkan oleh
MK. Dengan putusan terscbut maka, ketentuan bahwa Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum
Legislatif (Pileg) adalah inskonstitusional >

Sebenarnya pemohon berharap agar Pemilu serentak tersebut dapat
dilaksanakan pada tahun 2014, akan tetapi putusan MK memberlakukan
pemilu serentak tersebut pada tahun 2019. Menurut pertimbangan Hakim
MK, jika pelaksanaan pemilu serentak dilakukan pada tahun 2014, maka
pelaksanaan pemilu akan mengalami kekacauan dan menimbulkan
ketidakpastian hukum yang itu justru tidak dikehendaki karena bertentangan
dengan UUD 1945°. Disamping itu, masa lima tahun adalah periode yang
cukup krusial bagi DPR untuk mempersiapkan perangkat UU Pemilu

! Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca
Reformasi, Jakarta : Kencana, hlm. 257-258

% Ibid, hlm. 252

¥ Putusan MK Nomor 14/PUU-X1/2013
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serentak, agar pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 dapat berjalay ilt‘ngan
L] L
haik Putusan MK 2013 tersebut sesungguhnya  sudah cukup |, :
memperkuat Sistem  Pemerintahan Prflmdet\sii ‘daﬂ secara hipotetik {::
menghasilkan pemetintahan yang efckt_lf. Meski terdapat catatan. MK i d;;k
membatalkan  ketentwan  Presidential Threshold  dalam Pasal
Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 fentang Pilpres. Menuryt Mk
pengaturan tentang PT merupakan kewenangan pembentuk Und“'lg‘Undan
(open legal policy). ‘ N g

Prof Dr. Yusnl Thza Mahendra memberikan kritik atas putusan MK
ini dengan menyatakan bahwa MK tidak mengeluarkan amgr tentan
Nng:h:;r;m.m Presidential Threshold tetapi menghendaki pemily Serentag
lalu bagaimana mungkin pemilu serentak dapa{ dilakukan jika tidak dilakuk&,;
penghapusan terhadap Presidential Threshold.

Putusan MK tersebut direspon oleh pembuat Undang-Undang dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemily, yan
substansinya menggabungkan 2 pemilu dalam satu waktu, Pileg dan Pilpres
Namun disist lamn, Undang-Undang tersebut telah mengabaikan h&k-hallé
konstitusional partai politik (terutama partai baru) peserta pemilu 209
dengan menetapkan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20% kursi g
DPR RI atau 25% suara sah nasional. Ambang batas yang digunakan o
menggunakan hasil pemilu legislatif sebelumnya yaitu Pemilu legislatif tajyy
2014.

Disinilah letak persoalannya, satu sisi memang MK menginginkap
agar Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak atau satu waktu antara Pemily
Legislatif dengan Pemilu Presiden, sedangkan pada sisi yang lain soq]
Presidential Threshold atau ambang batas minimal bagi parpol untuk
mengusung calon Presidennya tidak dihapuskan. Sementara ketika Pileg dan
Pilpres dilaksanakan bersamaan, scharusnya secara otomatis tidak akan
perah diperoleh Presidential Threshold, sebab Presidential Threshold
didapatkan saat Pileg dilakukan terlebih dahulu, sebelum Pilpres.

Putusan MK tersebut cukup membingungkan, sehingga Penulis
tertank untuk mengkaji persoalan ini dengan mempertimbangkan kelebihap
dan kelemahan ketentuan Presidential Threshold tersebut.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pengaturan dan penerapan ketentuan Presidential Threshold

dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia selama
i ?

! Syamsudin Haris, dkk, 2016, Pemilu Serentak Nasional 20} 9, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
him. 27

* Dalam wawancaranya dengan Kompas, Yusril mengatakan “Kalau Pemilu serentak, bagaimana
menentukan ambang batas ? Aneh betul, kecuali mereka dukun. Kecuali mereka udah tau, oh
PDI-P udah tahu sebelum pemilu sudah dapat 20%, Nasdem udah dapat 30%. Lah pemilu aja
belum, “kata Yusnl di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/2/2014), dalam

Kompas com, Yusril : Putusan Pemilu Serentak 2019 tidak masuk akal.
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b. Bagaimana kelebihan dan kelemahan persyaratan Presidential Tl?’:reshoid
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ?
Bagaimana desain Pemilihan Umum serentak kedepan tanpa persyaratan

Presidential Threshold ?

B. PEMBAHASAN )
I. Analisis pengaturan dan pencrapan Presidential Threshold dalam

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Ketentuan tentang ambang batas atau yang dikenal dengan istilah
Presidential Threshold dalam Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali
tidak tercantum. Dalam UUD 1945, Pasal yang berkaitan dengan
pencalonan Presiden terdapat pada Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Ketentuan tentang pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam
Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut berbunyi :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal tersebut, ketentuan tentang Presidential Threshold
sama sekali tidak ada. Munculnya ketentuan Presidential Threshold
terdapat pada Undang-Undang Pilpres. Pada pelaksanaan Pilpres tahun
2004 untuk pertama kalinya ketentuan Presidential Threshold diatur dalam
UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, sedangkan pada tahun 2009 dan 2014, diatur dalam UU No. 42
tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada UU No. 23 tahun 2003 ketentuan ambang batas sebesar 3%
dari Kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional,
sedangkan pada UU No. 42 tahun 2008 ketentuan ambang batas
pencalonan Presiden sebesar 20% kursi di DPR RI dan 25% suara sah
nasional.

Ketentuan tentang ambang batas dengan prosentase tertentu
tersebut, misal 3% atau 5%, bahkan 20% atau 25% sulit dicari logika
hukumnya, darimana angka-angka tersebut muncul, tidak memiliki alasan
yang rasional. Secara konstitusional tidak ada dasar hukum yang
mewajibkan persyaratan ambang batas tersebut. Secara teori tidak ada
yang dapat menjelaskan darimana angka-angka tersebut diperoleh.
Menurut Refly Harun sebagaimana yang dikutip oleh Sodikin bahwa
syarat ambang batas pengajuan calon Presiden atau Presidential Threshold
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Presiden tidak didasari argumentasi yang tepat, dan penerapan
Ambang batas (Presidential Threshold) tersebut merupakan sebuah

® Undang-Undang Dasar 1945
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2) Sarana Penycderhanaan Partai Politik _

Dengan diberlakukannya PT akan mendorong partai-parta atay

berkoalisi sejak dini, bahkan suatu saat akan bergabung atay

melebur menjadi satu, sehingga mendukung upaya menujy Sistem

multi partai sederhana.
Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dep, gan
memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan Suarg
partai politik atau gabungan pat:tai politik untuk dapay
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidey
akan mendorong lahirnya penyederhanaan  jumlah partaj
politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak
awal partai-partai politik bergabung dalam  mengusulkyy
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  berag;
sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke
arah penyamaan visi dan misi partai-partai  politik
bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang
kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam
program-program kampanye pasangan calon Presiden dap
Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program
kampanye partai-partai pengusung pasangan calon

b. Kelemahan
1) Tidak ada jaminan kursi atau suara dari partai lama akan konsisten
pada Pemilu 2019.
Pendapat MK masih bersifat spekulatif dan menggunakan asumsi
bahwa kemungkinan hasil pemilu legislatif 2014 tidak akan jauh
beda dengan Pemilu tahun 2019. Artinya persyaratan tersebut tidak
menceminkan realitas kekinian. Berbeda saat Pilpres pada tahun
2014, dimana PT yang digunakan merupakan hasil Pemilu
legislatif pada tahun yang sama yaitu 2014, sehingga syarat
dukungan yang digunakan bagi pasangan calon sebangun dengan
realitas dukungan yang terdapat di DPR pada saat itu.
Menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi, yang
menyampaikan dissenting opinion dalam putusan ini, menjelaskan
bahwa,

Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasamya dapat
diajukan terkait dengan frasa “pemilu anggota DPR
sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu: apakah dukungan
“kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pemilu
anggota DPR sebelumnya” bisa menjadi jawaban untuk
membangun stabilitas pemerintahan? Pada titik inilah
sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah
politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil

"2 Ibid. him, 129
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Permin anggota DPR 2014 sebagar ambang batas mengajukan
calon Presiden (dan Wakil Presiden Pennlu 2019), bagannana
memastikan bahwa partai politik peserta Pemiln Anggota
Legishatif 2019 yang berasal dan partai pelitk hasil Penilu
2014 tetap mampu memibiki kurst atau suara sah secana
nasional paling hdak sama dengan capatan jumlah kursi atan
tuara sah secara nasional pada Pemilu 20147 Bagaimana jka
Kursi atau suara sah sccara nasional yang dirmh dalam Pemilu
2019 lebih rendah dibanding Permilu 20142 Atau, bagaimana
i1ka partai politik yang mengajukan calon presiden (dan wakil
presiden) dengan menggunakan hasil Penmiu 2014 tidak bisa
memenuln ambang batas (parfiamentary threshold) cmpat
persen dan yjumlah suara sah secara nastonal untuk dikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana
diatur Pasal 414 UU Pemilu? Bahkan, yang jauh lebih tragis,
bagaimana pula jika partai politik peserta Pemilu DPR 2014
vang mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dalam
Permlu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2019 karena
tidak lolos verifikast faktual untuk memenuhi persyaratan
sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu?
13

Menghilangkan kesempatan Partai Politik baru untuk mengajukan

calen Presiden dan Wakil Presiden

Hak Politik Partai Baru seketika langsung hilang, ketika PT

ditetapkan oleh DPR dan dikuatkan oleh putusan MK. Cita-cita

partai baru dan partai kecil untuk mengajukan pasangan calon

secara mandin pupus sudah.
Mecnurut Suhartoyo dan Saldi Isra, menggunakan hasil pemilu
anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan
hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan
pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil.
Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang
dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal,
ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru
tersebut  serta-merta  kehilangan  hak  konstitusional
(constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden (dan
wakil presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon
presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai
politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada
pemilu sebelumnya desam Pasal 222 UU Pemilu secara nyata
menciptakan ketidakadilan."

" fbid hlm. 144
" Ibid hlm. 145
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f calon presiden dan wakil presiden,
atan Presidential Threshold akan membgggi

alternatif calon presiden dan wakil presiden yang unggul g,
berkualitas, namun tidak didukung oleh partat besar yang sangy
berpotensi untuk mendapatkan du?:ungﬂn yang b_esar di parlemey,
Kurangnya alternatif calon Premdcn c!a!1 “{akxl presiden akgy,
berdampak pada kurangnya tingkat partisipasi r_nasyarakat kareng
minimnya calon presiden dan wakil presiden yang akan

berkontestasi. _ _ .
4) Tidak ada jaminan konsistenst dukungan  partai pengusung

terhadap Presiden. .
Terjadinya perubahan politik akan sangat mempengaruhi kondis;
dukungan partai politik yang pada awalnya f;:lah berkoalisi untyk
mengusung calon presiden. Hanta Yuda AR menyatakan bahwa
fenomena perubahan koalisi partai mcnunju[-_:kan kecenderungan
bahwa koalisi dibangun diatas fondasi kepentingan pragmatis dan
serba instan dan bukan berdasarkan kedekatan ideologi atay
persamaan platform. Pergeseran dukungan politik ini menunjukkan
koalisi dalam mengusung presiden dan wakil presiden tidak
menimbulkan kerjasama politik di parlemen maupun kerjasama

pemerintahan.

3) Kurangnya alternati
Terdapatnya persyar

3 Desain Pemilihan Umum serentak tahun 2019 tanpa persyaratan
Presidential Threshold.

Terkait dengan kelebihan persyaratan Presidential Thireshold yakni
sebagai bentuk penguatan sistem pemerintahan presidensil sebagimana
yang diterapkan di Indonesia. Ambang batas yang difujukan untuk
memperkuat pemerintahan presidensial menurut penulis sangatlah tidak
tepat karena nuansa politik sangatlah fluktuatif sehingga tidak sedikit
partai politik pengusung presiden dan wakil presiden kemudian mengalami
perubahan dukungan politik di parlemen terhadap pemerintah. Selain itu,
belum adanya bukti empiris bentuk penguatan terhadap sistem
pemerintahan presidensil sebagaimana konsep idealnya.

Setelah dipaparkan mengenai kelebihan dan kelemahan persyaratan
Presidential Threshold diatas, maka diperlukan alternatif terkait
keberadaan pengaturan persoalan ambang batas pencalonan presiden dan
wakil presiden yang akan diselenggarakan secara serentak antara
pemilihan umum eksekutif dan legislatif pada pemilihan umum pasca
2019.

Melalui keserentakan pemilu nasional yang terpisah dari pemilu
lokal diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu,
tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus. Salah satunya
adalah peningkatan efektivitas pemerintahan karena diasumsikan
pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu Presiden dan

15 Hanta Yudha AR, 2010, Presidensialisme Setengah Hati (Dari Dilema ke kompromi), Jakarta,
Gramedia, hlm. 173
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effect, yakns keterpilihan calon Prevuden daei Parped 2tae keales: parpod
terterstu akan memenganitin keterpilihan angaota legianl dan parped 7
koahs parpol tertenti pula Dengan derrabizn konfld crsekut;l legslatf
nstabilitar dan babkas jalan bunt poilitik sehagar keanglskas sherea
sitem presidensial berbasis aitem maltipants sepert kekhawatiran juan
Linz dan Scott Manwating, diharaghan tidak menjads kenyatazn [y
artinya, penyelengparaan  pemilu serentak  berpetens)  pempertbenar
dukungan politik DPP teibadap Presiden terpilin'”.

Bethagar tanggapan tertkan mekanivme permberlzkusn ketentuan
Presidential Threshold yakni akan disesuaikan denzan peraichan vasra
partai pohink di parlemen pada tahun 2004 Menurst penuls. denzan
membetlakukan Presidential Threshold yang akan disesuaiian dengan
perolehan suara pada pemiliban urmum tahun 2014 tentunya sangat 1wiak
relevan. Hal ini dikarenakan perolehan susra pada pemiliban umum
sehelumnya jelas akan berbeda dengan hasi! pernilibzn umum yang akan
datang, dischabkan perkembangan situas; politix di tahun 2014 tentu skan
berbeda dengan situasi politik di tahun 2019 yang 2kan datany

Keberadaan persyaratan ketentuan Presidential Threshold menarit
penulis sudah tidak relevan lagi untuk diberfakukan pada pemilihan umum
kedepan. Hal ini  dikarenakan pemilihan wmum dilakukan secara
bersamaan, maka untuk menetapkan perhitungan persyaratan ketentuan
Presidential  Threshold sudah  mestinya dihapuskan karena dengan
dilakukan pemilihan umum secara serentak sehingza untuk menentuian
jumlah dukungan calon presiden di parlemen  sudabh tidak dapat
diberlakukan lagi. Selain itu, terkait dengan terdapatnya persyaratan
Presidential Threshold tersebut tidak didasar argumentasi yang lepat dan
cenderung hanya merupakan permainan politik partai besar dan hingga
hari ini belum ada bukti empiris bentuk penguatan terhadap sistem
pemerintahan presidensil sebagaimana yang dicita-citakan.

Menurut penulis, ada 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih ketika akan
menerapkan FPresidential Threshold, yaitu alternatif pertama, kembali
seperti sistem pemilu pada tahun 2014, yaitu Pemilu legilatif dan Pemilu
Presiden dipisah waktunya, maka dapat diterapkan ketentuan Presidential
Threshold, karena terdapat linieritas yang konkrit antara dukungan di
Parlemen dan Presiden yang terpilih. Kedua, penerapan Presidential
Threshold pada Pemilu serentak dengan cara menghilangkan ketentuan
ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebab sama sekali
tidak relevan dengan sistem Pemilu Serentak

C. PENUTUP
I. Kesimpulan
a. Pengaturan dan penerapan Presidential Threshold dalam Pemilu
Presiden dan  Wakil Presiden di  Indonesia terdapat pada

" Opcit. him. 11
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 dunstan Waksl Presiden yang diduga melakukan pelanggaran huk gy,
menund 171D 1945
) Kelethan
Pertama, Rolevan dengan Sistemn Pemenntahan Presidens;) Yang
dimmint oleh Republik Indonesia. Keduwa, <arana penyederhanagy,
Parta Pohitik
2) Kelemahan _ .
Pertama. Tidak ada janvnan kurst atau suara dari partai lamn, akan
konsasten pada Pemilu 2019 Kedua. Menghilangkan k‘-’--‘cmpalan
Partas Politik baru untuk mengajukan calon Presiden dap Waki
Preaden ANerign, Kurangnyva altematil calon presiden dan wakil
presiden. Keempat, Tidak ada jaminan konsistensi dukungan partaj
pengusung terhadap Preswden
¢ Desam Pemmbhan Umum serentak tahun 2019 tanpa persyaratan
Presudential Threshold
Dalam rangka mencapai tujpan pemilu serentak yang kongruen antary
Presiden terpilih - dengan dukungan mayoritas di parlemen mak,
alternatif pertama kembali seperti sistem Pemilu Presiden pada tahun
2014, yaita Pemilu legislanf dan Pemilu Presiden dipisah waktunyg,
maka dapat diterapkan ketentuan Presidential Threshold, Pilihan yang
kedua menghilangkan Presidential Threshold pada Pemilu serentak
sehingga dapat semua partai memiliki kesempatan yang sama dan
dapat terjadi koalisi dini berdasarkan platform, ideologi dan cita-cita.

2. Saran
4. Perlu dikaji kembali ketentuan Presidential Threshold pada UU
Pemilu No. 7 tahun 2017 dan dilakukan perubahan ke arah yang
lebih adil dan nondiskriminatif,

b Desam pemilu serentak tahun 2019 perlu disesuaikan dengan
perkembangan dalam sistem pemilihan kepala daerah yang sudah
dilakukan secara serentak. Kedepan akan lebih baik Jjika Pemilu di
Indonesia dibagi dalam dua pemilu besar yaitu : Pemilu Nasional
serentak yang terdini dari Pemilihan Anggota DPR, DPD, Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilu Lokal serentak yang terdiri dari
Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD.
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